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TEN?ANG
PEffiBEBASAIS SAISKSI ADUIITISTRAST PAJAK reFDANAAIS BERHOT(}R

DALJ\U HASA DARIIRAT COROM gRUS DIffElffiE pOWI>rg)
DI PROVINSI RIAU

Menimbang: a.

DTNGAI{ RAIIMAT TUHAIT YAIIG MAHA ESA

eUBERNI'R RrAU,

bahwa perkembangan atau pen5rebaran Pandemi Corona
Virus Disease {COWD-lg) rnempengaruhi kegiatan
masyarakat dan aktivitas ekonomi yang berakibat terjadinya
penurunan tingkat perekonomian masyarakat maka
Pemerintah Provinsi Riau perlu membarrtu meringankan
beban ekonomi masyarakat salah satunya melalui
pembebasan saaksi administrasi Pajak Kendaraan
Bermotor;

bahwa Pemerintah kovinsi Riau telah menetapkan Status
Siaga DE:ttrat Elenearra Nert Alarm Akibat Virus Corona di
Provinsi Riau Tahun 2O2O melalui Keputusan Gubernur
Riau Nomor: Kpts. 596llll/2020 tanggal 17 Maret2O2O dart
Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam
Akibat C-orono- V?rus Disease (COWD-19,1 di Provinsi Riam
Tahun 2A2A rnelalui Keputusan Gubernur Riau Nomor:
Kpts. 7O5lIV l2O2O tanggal 3 April 2O2O;

bahwa berdasarkan pertimbangan sehagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak
Kendaraan Bermotor Dalam Masa Danrrat Corona Virus
Disea.se (COWD-I9J di Provinsi Riau;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahtm 1945;

Mengingat 1.

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapart
Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 19
Tatrun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau
$.embaran Negar,a Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor
751 sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor IL2, Tanrbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Flomor l#61;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerall $-embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9);

b.

c.

2.

3.
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, l'arrbahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor I Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nornor 23 Tahun zAL+
tentang Pemerintahan Daerah (Lembanan Negara Republik
Indonesia Tahun 2{.J-'1,5 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturas Pemerildah. Nomor 55 Tahun 2o-16 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemu:ngutan Pajak Daerah
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5950);

Peratr,rran Pelrl'erintah Nomor 2L Tahun 2O2O tentang
Pembatasan Sosial Berskala Elesar Dalam Rangka
Percepatan Penanganxt Corana frrus l)isea,se 2AI9 POWD-
19) (tembaran Negara Republik Ind,snesia Tahun 2O2O

Nomor @871;

Peraturan Presider:r. Nornor 5 Talrrrn 2015 tentang
Penyelen gg?raerr Sistern Administrasi Manunggal Sahr Atap
Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol5 Nornor 6f ;

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2O2O tentang
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Coronq" 1fr;nl"s

Di,sease 2Al9 (COVID- 1 9) ;

Peratrrran Menteri Dalam Negeri Nonnor 8O Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukurr Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 12O Tahun 2Al8 tentrrng Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang -Pernbentukan koduk Hu.kum Daera.h (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 157);

Peratrrran Menteri Dalam Negeri Nor,nor 2O Tahun 2A2O
tentang Percepatan Penanganan Carena Virus Di'vree 2AL9
di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Keputusan Kep.ala Badan Nasional Penemggulangan
Bencana Nomor: 13.A Tahun 2O2O Tanggal 29 Februari
2O2O tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu
Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di
Indonesia;

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2OIl
tentang Pajak Daerah (Iembaran Daerah Provinsi Riau
Tahun 2O1,L Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor
15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Provinsi Riau Nomor g Tahun 2077 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor
15);

5"

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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Peraturan Gubernur Riau
Petunjuk Pelaksanaan Pqi ak
Bea Batik Nama Kendaraan
Daera-h Provinsi Rirau Tahun 2Ol2

MEMTITTISKAIS:

Menetapkan : PERATT'RAN GT'BERST'R TEITT.
ADMIMSTRASI PA"IAK
MASA DARI'RAT COROI,A SRUS
PROVINSI RIAU.

Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud

1- Daerah adalah Daerah Provirrsi Riatr;

2. Gubernur adalah Gubernur Riau;

3. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah

4. Kepala Badan adalah Keplala Badan Pendapatan

5. Kend'araan Bermotsr adalah
gandenganrrya yang digunakan
digerakkan oleh per-alatan teknik
yang berfungsi untuk mengubah
berfungsi untuk mengubah suatu
tenaga gerak kendaraan bermotor yang
berat dan alat-alat besar yang dalam operasi
motor dan tidak melekat secara pennanen serfa
dioperasikan di air;

6. Kendaraan Bermotor Angktrtan Urnum
memiliki izin anglaltan umum barang danlatau
Hukum Indonesia yang bergerak dibidang
garans; memiliki'lzm penyelenggaraan
kendaraan yang masih berlaku serta dilengkapi
Bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hi
Pajak Kend'araan Bermotor yang selanjutnya
atas kepemilikan danlatau penguasaan

lflajib Pajal{ adalah orang pnbadi atau badan
peraturan perundang-undangan perpqjakan
melakukan pembayaran pajak yang terutang,
pemotong paj.ak tertentu;

Pasal 2

{U Pembebasan sanksi administrasi PKB berupa
Bunga Pajak;

(2) Pembebasan sanksi administrasi PKB di
pemilik Kerrdaraan Bermotor Roda 2 (dua),
dan seterusrrya termasrrk Kendaraan
Angkutan Urrum.

13.

7.

8.

8 Ttrhun 2OI2 tentang
Bermotor (PKB) dan

tor fBBN-KB) fBerita
8);

PTMBEBASAil SAITKSI
BIRIIIOTOR DALAM

(sowr>lg, Dr

Riau;

rah Provinsi Riau;

beroda beserta
jatan darat dan

sem.ua
disemua

sumber

berupa atau peralattrn lainnya
motor atau peralatan lainnya, yang

energl tertentu menjadi
, termasuk alat-alat

menggunakan roda dan
bennotor yang

etiap kendaraan yang
dimiliki oleh Badan
Umum Orang atau

unrum dan buku uji
anda Nomor Kendaraan

PKts adalah pajak
Bermotor;

rnenurrt ketentuan
, diwajibkan untuk

pemungut atau

P4iak dan/atau

kepada wqjib pajak
3 (tiga), Roda 4 (empat)
milik Femerintah dan



(3) Pembebasan sanksi administrasi PKB tidak dibet'ikan kepada w4iib pajak
pemilik AIat Besar /Nat Berat.

{41 Pembebasan sanksi administrasi PKB diberikan {engarl ketentual:
a. Pembebasan Sanksi Administrasi PKB dib€rlkan kepada wajib pajak

yang masa pajak kendaraarrnya jatuh tempq pada tanggal 17 Maret
2O2O sampai dengan 29 Mei 2O2O;

b. Pembebasan Sanksi Administrasi PKB sebagaimana dimaksud pada
huruf a berl-aku sampai dengan tanggal 15 Juhi 2O2O; dan

c. Pembebasan sanksi administrasi PKB dikecr4alikan bagi wajib pajak
yar.Ig telat-l rnelakukan pelunasar.r perabayarar| PKB sebelrrsr Feraturan
Gubernur ini ditetapkan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal difrndangkan.

Agar setiap or€tng mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan Wnempu..tannya daiam Berita Daprah Provinsi Riau.

di Pekanbaru

Diundangkan i
pada tanggal  n

snxnscARrs D

BERITA DAERAH

Pekanbaru

A JAYA

VINSI RLAU TAHUN 2O2O NOMOR :
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